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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGIAWABAN SUBSIDE HIBAH, BANTUAN SOSIAL
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BUPATI MUARA ENIM,

babwa -dalam. rangka penyesusian lerhadap ketentusn  pasal - 45
Faraturan Menteri Dalam  MNeger Nomor 58 - Tahun 2007 entang
Perubahan atas Peraturan Menter Dalam Negeri Momer 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daarah dan dalam upaya

e untuk lebih berdaya guna dan berhasil gunanva pemberian bantuan
“  subeii, hibah, bantuan sozial dan bantuan keuangary lerutama kepada

rmasyarakat di Kabupaten Muara £nim, maks ferfadap Feraturan Bupati
Muara Enfim Nomor 2 Tahun 2040 perdu difakukan parubahan yang
ditetapkan dengan Feraturan Bupati.

1.

L'

Undeng-Undang “Momor 28 Tahun 1959 tantang Pempentukan
Daerah Tingkat 1 dan Kotapraja di Sumatera Selatan {Lembaran
Megarm Republk Indonesia Tahun 1858 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomaer 1821},

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
iLembaran Megara  Republik - indonesia  Tahoen 2003 Momar:- 47,
Tambahan Lembaran Negaras Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentsng Perbendsharaan
Negara {Lembaran MNegara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonasia MNomor 4365);

Uindang-Undang Nomaor 10 Tahun 2004 tentang -Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Momor 43887

Undang-Undang Nomar: 15 Tahun 2004 {entang  Peameriksaan
Fengetolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daersh {Lembaran
Megara: Repubiik . indonesia - Tahun 2004 Nomor 66, Tambshan
Lambaran Negara Republik indonesia Nomaor 4400);

Undang-Undang - Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer
125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tshun 2008 {Lembaran  Negars Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 569,  Tambahan Lembgran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undarg Nomor 33 Tshuen 2004 teptang Permbangan
Kauangan antara. Pemedntah Pusat dan Pemernntah Daemh
(Lempbaran Regara Republik Indonesia Tahun 2004 Momaor 126
rambahan Lambaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4428},

8. Paraturan Permerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momar 140, Tambahart Lembaran Negara Republik fndonesia
Nomar 4578),;

9, - Paraturan Pemerintzh Nomor & Tahun 2008 tentang  Pelaporan
Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia MNomor 4814},

i0. Peratiran Pemerintah Nomor 38 Tshun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan  antara . Pemerintal; Pemerintah Daerah
Fropinsi, Pamerintah Deerash Kabupaten/®ota (Lembaran Negara
Repubiii Indonssia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Nagara Repubiik indonasia Normor 4737);

11. Peraturan Menten Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 lentang
Pedoman Penpgelotsan. Heuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun
2007 '

17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Fedoman Perwusunan Anggaran Pendapatan dan Betania Daerah
Tahun 2010

13, Peraturan Daerah Kabupaten KMusma Enim Momor 10 Tahun 2008
tertang - Urusan Pemerintahan  yang Menjadi  Kewsnangan
Pererirtah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enirm Tahun 2008 Nomor 9},

14, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomer 21 Tahun 2008
- tertang Pokok-Fokok FPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
= Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 12}

hMemperhatikan - Surat Edaran Menteri Dalam Neper Nomor 9D0/2677/8J fanggal B8
' Novembar 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah,

MEMUTUSKAN !

Ménetapkan PERATURAN BUPAT! TENTANG PERUBAHAN ATAE PERATURAN
BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATACARA
PEMBERIAN - DAN PERTANGGUNGIAWABAN SUBSIDH, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Fasal |

Beberapa keterfuan pada Peraturan Bupatl Muara Enim Momor 2 Tahun 2010 tentang
Tatacars Pembedan dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Baniuan Sosial dan’ Banfuan
Keuangan (Berita Daefsh Kabupaten Mugra Enim Tahun 2010 Momor 1 Sedi E) diubah
sehagal berikut

1. Keteptuan pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (2) berbunyi
sehagai barikuat :

Fasal 8

{2} Bantuan sosial di berikan secara tidak terus menanistidak mengkal, selekdf,
transfaran. akuntabel, tepat sasaran, berdasarkan asas keadian dan memiliki
kejelasan peruntukan pengounaantya dengan memparimbangran. Kemampusan
Keuangan Deeralr dan tidak boleh melebihi batas toleransi dana uniuk pedunjukan
langsung sesuai dengan  ketentuan . Peraturan Perundang-undangan mengenat
pergadaan barang’ jasa pemerdntah serta ditetapkan dleh Bupah.
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